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JENIS-JENIS ZAKAT 
 

Zulkifli, S.E.I., M.Sy 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Palangka Raya 

email: zulkifli@iain-palangkaraya.ac.id 
 

A. Pendahuluan 
Secara umum jenis zakat itu hanya ada dua, pertama zakat al-fithr dan 

kedua zakat harta (al-maal). Namun dalam perincian zakat harta inilah yang 
kemudian banyak mengalami perluasan jenis zakatnya, apalagi dikaitkan dengan 
pembahasan objek zakat kontemporer. Prof Muhammad az-Zuhaili dalam 
kitabnya al-Mutamad fi Fiqhi Asy-Syafii menjelaskan bahwa untuk jenis zakat 
maal (harta) diwajibkan atas setiap orang yang mempunyai harta akan tetapi 
tidak semua zakat tersebut berkaitan dengan semua jenis harta yang dimilikinya. 
Zakat maal yang dimaksud dibatasi pada jenis zakat yang berasal dari harta yang 
berkembang atau bisa dikatakan produktif secara hikikatnya. Harta yang 
berkembang ketika dikeluarkan zakatnya dari hasil produktifitasnya tersebut tidak 
akan mengurangi nilai pokok dari harta (M. Zuhaili, 2018). 

Hal ini juga senada denga apa yang dinyatakan oleh Dr. Mushtafa Dieb al-
Bugha dkk dalam kitabnya Fiqhul Manhaji Ala Madzhab al-Imam Asy-Syafii 
bahwa kewajiban pada zakat maal berasaskan pada sifat harta yang 
berkembang (an-nama’), setiap harta yang bisa berkembang dan bertambah 
maka wajib atasnya zakat. Sebaliknya harta yang tidak bisa berkembang atau 
bertambah seperti harta-harta yang bersifat statis (al-amwal al-jamidah) maka 
tidak ada keterkaitan dengan kewajiban zakat (M. al-Bugha et al., 2013). 

Bayangkan saja, kalaulah harta-harta yang bersifat statis (al-amwal al-
jamidah) seperti rumah, mobil, perbotan rumah tangga dan yang lainnya ini 
diwajibkan zakat maka dalam waktu 40 tahun atau kurang dari itu, zakat yang 
dikeluarkan dari harta-harta tersebut akan sedikit demi sedikit mengurangi nilai 
dari hartanya. Hal ini tentu akan menyebabkan kemudharatan bagi si pemiliki 
harta kemudian juga bagi masyarakat secara umum. 

Asas berkembangnya harta yang menjadi standar dalam penetapan zakat 
harta menjadi kesepakatan para ulama madzahab scara syar’i. Hanya saja dalam 
penerapanya terjadi perbedaan, misalnya sebagian madzhab mewajibkan zakat 
kepada semua jenis pertanian dan perkebunan, kebanyakan hewan yang jinak 
dalam hal peternakan. Dan sebagian lagi ada yang menyempitkan, artinya tidak 
mewajibkan zakat kecuali pada objek-objek zakat yang sudah ditentukan baik itu 
dari pertanian, perkebunan ataupun peternakan (M. Zuhaili, 2018). 

Karena keterbatasan dalam pembahasan, maka jenis-jenis zakat maal 
yang akan dibahas pada tulisan ini dibatasi hanya pada jenis zakat maal yang 
mayoritas ada ditengah-tengah masyarakat. Mulai dari zakat al-fitrah, zakat 
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emas dan perak, zakat tanaman, zakat perdagangan sebagai bagian dari jenis 
zakat pada zaman klasik. 

 
B. Zakat; Defenisi, Pensyariatan dan Hukumnya 

Dalam pembahasan ini rasanya lebih utama untuk kita mulai dengan 
membahas secara singkat tentang apa itu zakat, apa dalil pensyariatan tentang 
zakat serta bagaimana hukum tentangnya. 

Kata zakat ( ةاكزلا ) secara bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya 

tumbuh ( ءامنلا ), bertambah ( ةد*زلا ), perbaikan ( حلاصلا ), dan barakah ( ةكبرلا ) (al-

Qardhawi, 1973). Zakat merupakan bentuk turunan kata dari ءاكز و ةاكز – وكزي – اكز  
sebagaimana atsar Sayyidina Ali ra “ قافنلإ: وكزي ملعلا ” yang artinya bahwa ilmu itu 

akan bertambah ketika diinfakkan (diajarkan kepada yang lain) (Kementerian 
Wakaf, 1983). Sedangkan secara istilah, Zakat menurut Prof Yusuf Qardhawi 
adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk 
diberikan kepada mustahiqqin atau orang-orang yang berhak menerima zakat 
(al-Qardhawi, 1973). 

Zakat disyariatkan berdasarkan ketetapan al-Qur’an, sunnah dan ijma’ 
kaum muslimin. Adapun dalil al-Qur’an diantaranya ada pada surah at-Taubah: 
103  

مٌيلِعَ عٌيسمَُِ Nَّاوَ ۗ مْلهَُ نٌكَسَ كَتَلاَصَ َّنإِ ۖ مْهِيْلَعَ لِّصَوَ اَِ? مْهِيكِّزَـُتوَ مْهُرُهِّطَتُ ةًقَدَصَ مْلهِِاوَمْأَ نْمِ ذْخُ  

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenangan jiwa bagi mereka. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui 
 
Adapun dalil dari sunnah juga cukup banyak, diantara adalah (al-Hishni, 

2004): 

ةِاكََّزلا ءِاتَيإِ اهَنمِ .... سٍخمَ ىلَعَ مُلاَسلإِا نيَِبُ  

Islam dibangun di atas lima pondasi, salah satunya adalah menunaikan 
zakat (HR. Bukhari dan Muslim). 
Selain itu juga terdapat pada hadits yang menceritakan tentang Rasulullah 

SAW memberikan perintah kepada sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahuanhu 
yang dikirim ke Yaman untuk mendakwahkan Islam disana. Rasulullah SAW 
menyampaikan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Muadz, pertama 
mengajarkan prinsip-prinsip ketauhidan atau Laailaha ilallah Muhammad 
Rasulullah, kedua mengajarkan tentang shalat dan ketiga kewajiabn untuk 
menunaikan zakat. Zakat diambil dari orang-orang yang kaya kemudian 
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dikembalikan kepada orang-orang yang miskin diantara mereka (M. D. al-Bugha, 
2007). 

مْهِئِارقَـُف في ُّدترَُفَ مْهِئِاينِغْأ نمِ ذُخَؤْـُت ةًقَدَصَ مهيلع ضَترََفْا Nََّا َّنأ مْهُمْلِعْأف  

Maka beritahukanlah kepada meraka, bahwasanya Allah telah 
mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan sedekah (zakat) dari 
sebagian harta orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-
orang yang fakir diantara meraka (HR. Bukhari dan Muslim) 
Zakat disyariatkan pada bulan sya’ban tahun kedua hijriah bersamaan 

dengan zakat al-fitrah. Hanya saja menurut Wahbah az-Zuhaili, kewajiban zakat 
harta disyariatkan setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah (W. 
Zuhaili, 1985). Dari sisi hukumnya, zakat merupakan ibadah yang hukumnya 
wajib artinya bila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan 
mendapatkan dosa (M. Zuhaili, 2018). Bahkan, bagi bisa sampai pada taraf 
kekafiran apabila dengan jelas menolak atau mengingkari kewajiban zakat. Bisa 
kita melihat pada sejarah, ketika sayyidina Abu Bakar ash-Shiddiq 
radhiyallahuanhu sebagai khalifah memberikan vonis kafir kepada orang-orang 
yang mengingkari zakat, bahkan juga mengumumkan perang kepada meraka 
yang ingkar atas syariat zakat  (Sarwat, 2011). 

 
C. Jenis Zakat pada Zaman Klasik 

1. Zakat al-Fithr atau al-Fitrah 
Zakat al-fithr adalah kadar tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan 

ketika terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan ramadhan, dengan 
syarat-syarat tertentu dan kepada setiap mukallaf yang wajib diberikan 
nafkah kepadanya. Jenis zakat ini, biasa disebut zakat al-fithr atau zakat al-
fitrah. Dinamakan zakat al-fithr disebabkan kewajibannya karena masuknya 
waktu berbuka (al-fithr) di akhir bulan ramadhan (M. Zuhaili, 2018).  

 Mayortias ulama fikih (fuqaha) berpendapat bahwa zakat al-fitrah 
hukumnya wajib atas setiap muslim yang merdeka, baik kecil maupun 
besar, laki-laki maupun perempuan (W. Zuhaili, 1985). Hal ini berdasarkan 
istidlal dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahuanhuma 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

 ،يرٍعِشَ نمِ اعًاص وْأ ،رٍتمَْ نمِ اعًاص سِانّلا ىلعَ نَاضمَرَ نمِ رِطْفِلا ةَاكزَ صلى الله عليه وسلم Nَِّا لوسُرَ ضَرَـَف

لما نَمِ ىثنْأُ وْأ رٍكَذَ ،دٍبْعَ وْأ ،رٍّحُ لكُ ىلعَ
ٌ

ينَمِلِس  

Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithr pada bulan Ramadhan 
kepada manusia sebesar satu sha’ dari kurma atau sya’ir (gandung 
kasar) yaitu kepada setiap meraka yang merdeka, hamba sahaya 
(budak), laki-laki, perempuan dari orang-orang muslim (HR. Bukhari 
dan Muslim). 
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Adapun besaran zakat al-fitrah yang dikeluarkan, berdasarkan hadits 
shahih yang telah disebutkan diatas adalah sebesar 1 sha’ dari makan 
pokok dari mayoritas suatu tempat. Sha’ sendiri adalah ukuran berupa 
takaran wadah bukan timbangan berat. Ulama berbeda pendapat terkait 
ukuran sha’. Dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji konversi dari 1 sha’ adalah 2,4 
kg (M. al-Bugha et al., 2013) kemudian oleh BAZNAS RI dibulatkan menjadi 
2,8 kg. Salah seorang ulama kontemporer Syafi’iyyah, Habib Hasan al-Kaff 
berpendapat bahwa 1 sha’ adalah 2,75 kg bahkan, menurut beliau ada 
sebagian ulama yang menyatakan 1 sha’ adalah 3 kg. Pendapat 3 kg inilah 
menurut al-Kaff yang lebih utama untuk diambil karena berdasarkan prinsip 
al-ihtiyath atau kehati-hatian (al-Kaff, 2004). 

Dalam hal pembayaran zakat al-fitrah dengan uang, mayortias 
fuqaha dari tiga madzhab Maliki, Syafii dan Hanbali tidak memperbolehkan 
membayar zakat dengan uang (Kementerian Wakaf, 1983). Hanya 
madzhab Hanafi yang membolehkan membayar zakat al-fitrah dengan 
uang dan menurut Prof Muhammad az-Zuhaili yang bermadzhab Syafii, 
saat ini mengambil pendapat dari madzhab Hanafi tidaklah terlarang karena 
hal tersebut lebih bermanfaat bagi kalangan fakir bersamaan dengan tujuan 
dari zakat al-fitrah adalah memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir 
(M. Zuhaili, 2018). 

Terkait waktu pembayaran zakat al-fitrah, mayoritas fuqaha (Maliki, 
Syafii, Hanbali) berpendapat bahwa wajib karena sebab tenggelamnya 
matahari pada malam idul fitri yaitu pada malam pertama hari idul fitri, hal 
ini yang kemudian disebut sebagai waktu wajib (W. Zuhaili, 1985). Adapun 
waktu sunnah menurut Syafi’iyyah, zakat al-fitrah dikeluarkan sebelum 
pelaksanaan shalat ied. Hal ini berdasarkan pada hadits Ibnu Umar 
radhiyallahuanhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda (M. Zuhaili, 2018): 

ةِلاَّصلا لىإ سِانّلا جِورُخُ لَبْـَق ىدّؤَـُت نْأ رِطْفِلا ةِاكزَبِ رَمَأ  

Rasulullah memerintahkan zakat al-fitrah dikeluarkan sebelum 
orang-orang menunaikan shalat (HR. Bukhari dan Muslim). 
Masih menurut Syafi’iyyah, boleh juga mendahulukan (ta’jil az-zakat) 

untuk mengeluarkan zakat al-fitrah di awal bulan ramadhan (1 ramadhan) 
karena kewajiban zakat al-fitrah disebabkan dua hal, pertama bulan 
ramadhan itu sendiri dan kedua berbuka (al-fithr) setelah ramadhan. Ketika 
salah satu sebabnya sudah ada, maka boleh mendahulukannya 
sebagaimana bolehnya mendahulukan zakat harta yang sudah mencapai 
nisab walaupun belum mencapai haul atau satu tahun (al-Bakr, 2018). 

2. Zakat Emas dan Perak 
Kewajiban zakat emas dan perak berdasarkan ketetapan dari al-

Qur’an, sunnah dan ijma’ (M. Zuhaili, 2018). Adapun dalil dari al-Qur’an 
diantaranya: 
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مٍيلِأَ بٍاذَعَبِ مْهُرْشِّبَـَف Nَِّا لِيبِسَ فيِ اÜََوقُفِنْـُي لاَوَ ةََّضفِلْاوَ بَهََّذلا نَوزُنِكْيَ نَيذَِّلاوَ  

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada 
mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. At-
Taubah: 34.  
Maksud dari “tidak menafkahkannya” pada ayat tersebut adalah tidak 

membayar zakatnya dan menahan hak Allah pada keduanya (emas dan 
perak). Kemudian juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ummu 
Salamah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: 

زٌنك وَهُـَف هِكِّزَـُي لمَْ امو ،زٍنكب سَيْلَـَف يَكِّزُـَف ةَاكَّزلا غَلَـَب لٍام ُّلكُ   

Apa yang kamu keluarkan zakatnya maka dia bukanlah (emas) yang 
ditimbun (HR. Hakim) 
Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Umar radiyallahuanhuma bahwa 

Rasulullah SAW bersabda:  

نَفِدُ نْإو زٍنْكَبِ سَيْلَـَف هُتُاكزَ يَدِّأُ لٍام ُّلكُو ،نْفَدْيُ لمَْ نْإو زٌْـنكَ وَهُـَف هُتُاكزَ َّدؤَـُت لمَْ لٍام ُّلكُ  

Setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya maka termasuk harta 
yang ditimbun meskipun tidak disimpan. Dan setiap harta yang 
ditunaikan zakatnya maka bukanlah harta yang ditimbun meskipun 
disimpan (HR. 
Ibnu Umar berkata terkait tafsir dari QS. at-Taubah ayat 34, “barang 

siapa yang menimbunnya (emas) dan tidak menunaikan zakatnya maka 
celakalah baginya” (M. Zuhaili, 2018). 

Para ulama berijma’ (bersepakat) tentang wajibnya zakat atas emas 
dan perak sebagai mana yang ditegaskan Imam an-Nawawi dalam kitabnya 
al-Majmu’ Syarh Muhadzdzab (an-Nawawi, 2018). 

عاجملإè ةضفلا و بهذلا في ةاكزلا بتج  

Wajib zakat terhadap emas dan perak secara ijma’  
Untuk nisab (kadar minimal) zakat emas, menurut mayoritas ulama 

(walaupun dalam hal ini para ulama tidak sampai pada tingkatan ijma’) 
sebesar 20 dinar atau 20 mitsqal (al-Qardhawi, 1973). Hal ini didasarkan 
pada hadits yang diriwayatkan oleh sayyidina Ali radiyallahuanhu (M. 
Zuhaili, 2018): 

 تىح ءٌيش كَيلع سيلو ،مَهارد ةُسخم اهيفف لُولحَا اهيلع لَاحو مهَردِ اتئمِ كَل تناك اذإ

كلذ بِاسحبف دَاز امف ؛رٍانيد فُصن اهيفف لُولحا اهيلع لَاحو ،ارًانيد نَورشع كل نَوكي  

Maka jika engkau memiliki 200 dirham, dan telah berlalu haul 
padanya, maka zakatnya 5 dirham (2,5%). Dan tak ada kewajiban 
apa-apa atasmu [yakni pada emas] hingga kamu mempunyai 20 dinar. 
Jika engkau memiliki 20 dinar, dan telah berlalu haul padanya, 
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zakatnya setengah dinar (2,5%). Yang lebih dari itu mengikuti 
hitungan tersebut. (HR. Abu Dawud) 
Dari hadits tersebut juga, para ulama bersepakat (ijma’) tentang nisab 

perak sebesar 200 dirham atau dalam istilah lain sebesar 5 uqiyyah (an-
Nawawi, 2018) . Al-Awaq bentuk jamak dari al-uqiyyah yang berarti perak. 
Satu uqiyyah sama dengan 40 dirham, maka nisab perak 5 uqiyah dikali 40 
dirham sama dengan 200 dirham (M. Zuhaili, 2018). Nisab perak 
berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Sa’id al-Khudri: 

ةٌقَدَصَ قٍاوأ سِخمَْ نَودُ اميفِ سَيْلَ  

Tidak wajib dizakat perak yang kurang dari lima uqiyah. (HR. Bukhari 
Muslim) 
Untuk mengetahui kadar zakat yang dikeluarkan dari zakat emas dan 

perak, terlebih dahulu harus kita pahami bahwa istilah dinar adalah satuan 
mata uang yang terbuat dari emas sedangkan dirham satuan mata uang 
dari perak. Para ulama memperhitungkan berat 1 dinar saat ini sama 
dengan 4,25 gram emas sedangkan untuk 1 dirham dihitung dengan berat 
2,975 gram perak (al-Qardhawi, 1973). Setelah diketahui berat emas dan 
perak, maka tinggal kita kalikan dengan nisah emas dan peraknya.  

Untuk nisab emas 20 dinar dengan berat 1 dinarnya 4,25 gram maka 
20 dinar dikali 4,25 sama dengan 80 gram. apabila jumlah emas yang 
dimiliki telah mencapai 85 gram emas atau lebih, maka wajiblah atas emas 
tersebut dikeluarkan zakatnya. Sedangkan untuk nisab perak adalah 200 
dirham dengan berart 1 dirhamnya 2,975 gram perak maka 200 dirham 
dikali 2,975 sama dengan 595 gram. Bila jumlah perak yang dimiliki telah 
mencapa 595 gram perak atau lebih, maka wajib juga atas perak tersebut 
dikeluarkan zakatnya. 

Lalu berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan dari zakat emas dan 
perak ketika keduanya telah mencapai nisab dan berlalu satu tahun dengan 
sempurna? Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud diatas 
bahwa kadar zakat yang dikeluarkan untuk dirham (perak) adalah 5 dirham 
atau 2,5% dari 200 dirham. Sedangkan untuk dinar (emas) adalah ½ dinar 
atau 2,5 % dari 20 dinar. 

Sebagai contoh, seseorang yang memiliki emas sebanyak 90 gram 
pada bulan Muharram 1444 H, kemudian pada bulan muharram 1445 H 
jumlah emas tersebut masih sama, maka wajib emas yang dimiliki tersebut 
dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% x 90 gram = 2,25 gram emas. Begitu 
juga dengan perak, jika seseorang mempunyai perak sebanyak 600 gram 
perak, maka zakatnya adalah 2,5% x 600 gram = 15 gram perak. Jika kita 
konversi dalam bentuk uang, maka tergantung dari nilai tukar emas atau 
perak pergramnya.  
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Pembahasan diatas berfokus kepada emas dan perak yang dulu di 
masa Rasulullah SAW sebagai alat tukar dalam aktifitas perdagangan dan 
jual beli. Lalu bagaiman dengan emas dan perak yang menjadi perhiasan 
para wanita, seperti kalung, cincin, gelang, giwang dan lain-lain? Apakah 
juga terkena kewajiban zakat? 

Dalam hal ini, Prof Muhammad az-Zuhaili memberikan kaidah bahwa 
setiap perhiasan yang terbuat dari emas atau perak, haram atau 
makruh dipergunakan maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jika 
perhiasan itu boleh (mubah) digunakan maka tidak ada kewajiban zakat 
pada perhiasan tersebut.(M. Zuhaili, 2018).  

Maksud dari haram dalam hal penggunaan itu seperti menggunakan 
wadah/perabotan yang terbuat dari emas atau perak, laki-laki yang 
menggunakan perhiasan emas seperti gelang, kalung, cincin emas. 
Sedangkan makruh dalam penggunaan seperti menambal wadah dengan 
tambalan perak yang sedikit dengan tujuan untuk estetika, semua 
perhiasan atau wadah tersebut wajib untuk dikelurkan zakatnya. 

Sedangkan maksud dari mubah adalah setiap perhiasan dari emas 
dan perak yang boleh dalam hal penggunaan seperti seorang perempuan 
yang memakai kalung, cincin, anting yang terbuat dari emas dengan 
catatan perhiasan-perhiasan tersebut digunakan tidak berlebihan. Pada 
kondisi ini tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan yang digunakan oleh 
perempuan tersebut menurut mayoritas madzhab (Kementerian Wakaf, 
1983). Adapun Batasan berlebihannya adalah ketika emas yang dipakai 
mencapai 200 dinar (850 gram) (an-Nawawi, 2018). 

  
3. Zakat Tanaman 

Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat berikutnya adalah zakat dari 
tanaman atau dari hasil petanian. Oleh sebab itu, sebagian kalangan juga 
menyebut dengan zakat hasil pertanian. Zakat tanaman ini disepakti (ijma) 
oleh para ulama (M. Zuhaili, 2018), hanya saja terjadi perbedaan dalam hal 
kreteria tanaman yang dikeluarkan zakatnya. Sebagain ulama membatasi 
hanya jenis tanaman dengan kreteria tertentu saja yang diwajibkan untuk 
dikeluarkan zakatnya. 

Dasar dari pensyariatan zakat tanaman adalah firman Allah SWT 
dalam al-Qur’an berikut: 

  هِدِاصَحَ مَوْـَي هَُّقحَ اوتُآوَ رَثمَْأَ اذَإِ هِرِثمََ نْمِ اولُكُ

…Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia 
berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan 
disedekahkan kepada fakir miskin (QS. Al-An’am: 141). 
Ibnu Abbas berkata, bahwa yang dimaksud dengan kata “hakkahu” 

tunaikan haknya pada ayat tersebut adalah “ikhraaju zakaatihi” yang artinya 
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keluarkan zakat dari hasil panennya (M. Zuhaili, 2018). Selain itu juga 
terdapat pada firman Allah SWT lainnya: 

ùَ َضِرْلأَْا نَمِ مْكُلَ انَجْرَخْأَ اَّممِوَ مْتُْـبسَكَ امَ تِابَيِّطَ نْمِ اوقُفِنْأَ اونُمَآ نَيذَِّلا اهَُّـيأ  

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 
keluarkan dari bumi untuk kamu… (QS. Al-Baqarah: 267) 
Dalam tafsir Jalalain, kata “anfiqu” dijelaskan dengan “zakkuu” yang 

artinya keluarkan zakat oleh kalian dan maksud dari kata “maa kasabtum” 
hasil usaha berupa harta (al-maal). Sedangkan kalimat “mimma akhrajna 
lakum” adalah apa yang kami keluarkan dari bumi berupa biji-bijian dan 
buah-buahan (al-hubub wa al-tsimar) (al-Mahali & al-Suyuti, 2013) 

Dalil dari al-hadits ada beberapa yang menjadi dasar pensyariatan 
zakat tanaman, diantaranya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW 
bersabda (M. Zuhaili, 2018): 

 حِضَّْنلا وْأ ،نىِاوَّسلèِ يَقِسُ اميفِو ،رُشْعُلا ùًرِثَعَ نَاك وْأ نُويُعُلاو رُاÜْلأاو ءُامَّسلا تقَسَ اميفِ  

رِشْعُلا فُصْنِ  

Tanaman yang disiram oleh langit atau mata air atau atsariyan, 
zakatnya adalah sepersepuluh. Dan tanaman yang disirami zakatnya 
setengah dari sepersepuluh (HR. Jamaah kecuali Muslim). 
Adapun jenis tanaman yang menjadi objek zakat ini terjadi perbedaan 

pendapat di kalangan ulama madzhab, namun ada juga yang disepakati. 
Ada empat jenis tanaman yang secara ijma’ wajib dikeluarkan zakatnya, 
dari pertanian yaitu al-hinthah (gandum halus), al-sya’ir (gandum kasar) dan 
dari perkebunan ada al-tamr (kurma) dan al-zabib (anggur) (Ibn Rusyd, 
2017). Selain dari jenis tanaman yang empat tersebut, para fuqaha berbeda 
pendapat. Setidaknya ada tiga pendapat masyhur terkait jenis-jenis zakat 
tanaman yang wajib dizakati (al-Ghufili, 2009). 

Pendapat pertama menurut madzhab Syafii dan Maliki, kreteria 
tanaman yang wajib zakat adalah menjadi makanan pokok (al-aqwat al-
asasiyah) dan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama (al-
muddakhar). Sedangkan jenis tanamannya untuk buah-buahan (al-tsimar) 
hanya terbatas pada kurma dan anggur saja. Untuk pertanian/biji-bijian (al-
hubub) yang wajib dizakati adalah padi, jagung, gandum, adas, kacang, dan 
tanaman lain yang menjadi makanan pokok dalam kondisi normal bukan 
darurat (M. Zuhaili, 2018). 

Pendapat kedua menurut madzhab Hanabilah, syarat tanaman yang 
wajib zakat ada dua, bisa ditakar dan disimpan dalam jangka waktu yang 
lama. Berdasarkan hal tersebut tanaman yang wajib dizakati bisa dari 
makanan pokok seperti beras dan jagung. Dari kacang-kacangan seperti 
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bunci, kacang tanah dan kacang polong. Serta dari rempah dan bumbu 
seperti jinten (al Faizin, 2022). 

Pendapat ketiga menurut madzhab Hanafi. Berbeda dengan ketiga 
madzhab sebelumnya yang membatasi pada zakat tanaman hanya pada 
jenis tanaman tertentu saja. Madzhab Hanafi mewajibkan zakat atas segala 
tanaman yang ditanam dengan tujuan investasi dan memproduktifkan 
tanah baik buah, biji-bijian, sayuran, rempah dan lainnya. Madzhab Hanafi 
sangat menitik beratkan pada tujuan penanaman tanaman itu sendiri, yaitu 
investasi dan produktifitas tanah. Bahkan pendapat madzhab Hanafi juga 
banyak dijadikan kebijakan oleh negara diantaranya oleh Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) RI (al Faizin, 2022). 

Mayoritas ulama madzhab Malikiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah 
sepakat bahwa pada zakat hasil tanaman ini mensyaratkan adanya nisab 
atau kadar minimal (al-Qardhawi, 1973). Kadar nisab dari zakat tanaman 
yang disepakati fuqaha (Malikiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah)  sebesar 5 
wasaq, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW (Kementerian Wakaf, 
1983): 

ةٌقَدَصَ قٍسُوْأ ةِسَخمَْ نَودُ اميفِ سَيْلَ  

Tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang kurang dari 5 wasaq 
(HR. Bukhari dan Muslim). 
Ulama sepakat bahwa satu wasaq adalah 60 sha’. Ketika dikonversi 

dalam bentuk berat timbangan, dalam madzhab Syafii nisab dari zakat 
tanaman 60 sha’ x 5 wasaq = 300 sha’ karena setiap 1 sha’ sama dengan 
2,4 kg maka 300 sha’ x 2,4 kg = 720 kg (M. Zuhaili, 2018). Jadi ketika 
dikonversi dalam bentuk berat, ini sangat tergantung dari konversi 1 sha’ ke 
kilo gramnya. Misal sebagian ada pendapat yang mengatakan bahwa 1 sha’ 
adalah 2,176 kg maka 300 sha’ x 2,176 = 652,8 atau dibulatkan menjadi 
653 kg. Bahkan dalam madzhab Hanafi, 1 sha’ adalah 3,8 kg maka 300 x 
3,8 kg = 1.140 kg. 

Menurut madzhab Syafii dan Hanabilah perhitungan 5 wasaq dihitung 
dari biji-bijian setelah bersih dari jerami dan kulitnya. Adapun untuk buah-
buahan dihitung ketika telah kering. Ini berlaku untuk tanaman yang bisa 
kering dan bisa disimpan tanpa kulitnya. Untuk tanaman yang tidak bisa 
disimpan kecuali dengan kulitnya seperti gandum atau gabah padi yang 
disimpan tanpa digiling maka menurut mayoritas madzhab Syafii nisabnya 
adalah 10 wasaq dengan memasukkan kulitnya. Berdasarkan hal tersebut 
menurut KH. Ali Maksum nisab gabah padi adalah 1.323 kg (al Faizin, 
2022). 

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa tanaman dikeluarkan zakatnya 
tidak menggunakan haul (setiap tahun) tetapi setiap kali dipanen atau saat 
diambil hasilnya. Kadar zakat yang dikeluarkan dari zakat tanaman 
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disepakati mayoritas fuqaha yaitu sebesar usyur (1/10) dan nishful usyur 
(1/120). Dalam bentuk porsentase berarti 10% dan 5 %. Besaran 10% 
adalah zakat yang berasal dari tanaman yang tidak memerlukan biaya 
pengairan seperti tanaman tadah hujan, tanaman yang bisa menyerap air 
dari akarnya dan tanaman yang mendapatkan (an-Nawawi, 2018). 

 
4. Zakat Perdagangan 

Ketetapan pensyariatan wajibnya zakat perdagangan berdasarkan al-
Quran, Sunnah dan Ijma’ (W. Zuhaili, 1985). Dalil dari kewajiban zakat 
perdagangan dari al-Qur’an pada firman Allah SWT: 

ùَ َضِرْلأَْا نَمِ مْكُلَ انَجْرَخْأَ اَّممِوَ مْتُْـبسَكَ امَ تِابَيِّطَ نْمِ اوقُفِنْأَ اونُمَآ نَيذَِّلا اهَُّـيأ  

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 
keluarkan dari bumi untuk kamu… (QS. Al-Baqarah: 267) 
Diantara bentuk hasil usaha (al-kasbu) itu adalah perdagangan. 

Mujahid berkata, ayat QS. Al-Baqarah ayat 267 tersebut diturunkan pada 
konteks perdanganan. Allah memerintahkan untuk mengeluarkan (infaq) 
sebagian harta dari hasil usaha (perdagangan). Dalam kaidah ushul fiqih, 
bahwa kata perintah itu mengindikasikan bentuk kewajiban ( بوجولل رملأا ). 

Infaq yang wajib ini kemudian disebut dengan zakat (M. Zuhaili, 2018).  
Sedangkan dari sunnah, sebagaiman yang diriwayatkan oleh Abu 

Dzar radhiyallahuanhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: 

اهتُـَقدَصَ زِّـَبلا فيِو اهتُـَقدَصَ رِقَـَبلا فيِو اهتُـَقدَصَ مِنَغَلا فيِو اهتُـَقدَصَ لبِلإْا فيِ  

Pada unta itu ada zakatnya, pada kambing itu ada zakatnya, pada sapi 
itu ada zakatnya dan barang yang diperdagangkan ada kewajiban 
zakat. (HR. ad-Daruquthny) 
Arti lafaz al-bazz adalah pakaian ( بابثلا ) atau peralatan rumah ( تيبلا عاتم ). 

Ulama sepakat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada barang seperti 
pakaian atau peralatan rumah yang digunakan sehari-hari untuk keperluan 
pribadi, maka hadits tersebut harus diarahkan pada zakat perdagangan 
yang wajib pada nilanya bukan pada barangnya (al-Qardhawi, 1973). 

Ulama berijma’ atas wajibnya zakat perdagangan, sebagaimana 
perkataan Ibnu Mundzir yang dinukil oleh Imam an-Nawawi dalam kitabnya 
al-Majmu’  

لما نُبْا لَاق ينَعِجمَْأ مْهُدَعْـَب ءِاهقَفُلاو ينَعِبِاتّلاو ةِبَاحَّصلا نمِ ءِاملَعُلا يرُهِاجمَ لَاق
ُ
 ةَُّماع عَجمَْأ رِذِنْ

ةِرَاجتِّلا ةِاكزَ بِوجُوُ ىلعَ مِلْعِلا لِهْأ  

Mayoritas ulama berkata tentang kewajiban zakat, dari masa sahabat, 
tabi’in hingga para fuqaha setelah mereka semuanya. Ibnu Mundzir 
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berkata “ulama ijma’ (sepakat) bahwa wajib zakat atas barang yang 
ditujukan untuk perdagangan” (an-Nawawi, 2018). 
Komoditas perdagangan sendiri dalama bahasa Arab disebut ‘urudh 

at-tijarah ( ةراجتلا ضورع ). Ulama mendefinisikan perdanganan atau at-tijarah 

sendiri dengan istilah: 

  حِبرِلا ضِرغَلِ ةِضَوَاعَلمè لِالما بُيلِقتَ 

“aktifitas memperdagangkan harta dengan tujuan mendapatkan profit” 
(M. Zuhaili, 2018). 
Dari defenisi di atas, menurut para fuqaha ada dua unsur utama suatu 

komoditas dapat dikatakan komoditas perdagangan (at-tijarah) yaitu 
adanya tindakan dan niat dengan perinician sebagai berikut (al Faizin, 
2022). Pertama, yang dimaksud dengan tindakan adalah adanya tindakan 
memiliki komuditas tersebut dengan akad mu’awadhah (pertukaran) seperti 
jual beli, sewa menyewa, nikah (mahar) dan khulu’. Sedangkan yang bukan 
akad mu’awadhah (pertukaran) adalah warisan, wasiat, dan pemberian 
maka tidak disebut sebagai perdagangan. Kedua, maksud dari adanya niat 
adalah adanya niat untuk berdagang (mengambil keuntungan) atas 
komuditas tersebut ketika dimiliki. Sebaliknya, kalau hanya untuk tujuan 
digunakan sendiri maka tidak bisa disebut komuditas perdagangan. 

Nisab zakat perdagangan para fuqaha sepakat dihitung berdasarkan 
nilai komuditasnya, namun mereka berbeda pendapat apakah perhitungan 
nilai tersebut dikonversi pada nisab emas atau perak. Menurut Yusuf al-
Qardhawi perhitungan nisab perdagangan lebih tepat menggunakan 
standar zakat emas yaitu sebesar 85 gram emas. Begitu pula kadar 
perhitungan zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% sebagaimana 
zakat emas (al Faizin, 2022). 

Adapun syarat zakat perdagangan ada enam, 1) dimiliki dengan akad 
mu’awadhah (petukaran) sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. 2) 
adanya niat berdagang ketika memilki komuditas dengan akad 
mu’awadhah tersebut. 3) kepemilikan komuditas tidak ditujukan untuk 
digunakan sebagai keperluan sehari-hari (al-qinyah). 4) telah melewati satu 
tahun (haul) hijriah. 5) semua komoditas dagang tidak menjadi uang tunai 
yang tidak mencapai nisab di pertengahan taun dan syarat ini hanya ada di 
madzhab Syafi’i. 6) nilai komuditas dagang di akhir tahun telah mencapai 
nisab atau tidak mencapai tapi bisa disempurnakan nisabnya dengan yang 
lain (al Faizin, 2022). 

Untuk menghitung zakat perdagangan, perlu diketahui dahulu apa 
saja komponen yang masuk dalam perhitungan zakat perdagangan. 
Komponen-komponen tersebut bisa dilihat pada pernyataan Maimun bin 
Mihran yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid di kitabnya al-Amwal berikut (al 
Faizin, 2022) : 
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 في نيد لكو كل لام لك لىإ رظناف ةاكزلا كيلع تلح اذإ( :لاق نارهم نب نوميم نعو 

 ام اذهف( :ديبع وبأ لاق .)يقب ام كز ثم ،نيدلا نم كيلع ام هنم قلأ ثم ،هبسحاف ةءلام

)هلام عم هيكزي يذلا وجرلما نيدلا في ءاج  

Dari Maimun bin Mirhan dia berkata “jika telah sampai waktu zakat 
padamu maka lihatlah seluruh harta yang kamu miliki, seluruh piutang 
yang ada pada orang hitunglah, kemudian kurangksn darinya hutang 
yang menjadi tanggung jawabmu, baru setelah itu bayarlah zakat 
sisanya”. Abu Ubaid berkata “ini berlaku untuk hutang yang masih bisa 
diharapkan kembali” 
Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa komponen yang 

masuk dalam zakat perhitungan zakat perdagangan adalah sebagai berikut 
1) Saldo dan Setara Kas, seperti uang tunai atau saldo yang ada di bank. 
2) Piutang dagang, hak atau tagihan kita yang ada pada orang lain yang 
timbul akibat penjualan komiditas dagang dan bisa diharapkan kembali 
pembayarannya. 3) Persediaan barang dagangan, seluruh komiditas yang 
diperjualbelikan. Kita bisa menggunakan HPP (harga pokok penjualan) 
terakhir sebagai basis perhitungan (al Faizin, 2022). 

Dengan demikian bisa kita buat rumus (Kas+Piutang 
Dagang+Persediaan) – (Hutang lancar+Kewajiban jangka pendek) x 
2,5%. Contoh: Kas 10jt, persediaan 100jt dan piutang dagang 10jt. Hutang 
lancar 10jt dan kewajiban jangka pendek 5jt. Maka zakatnya: 

Objek Zakat: Kas  :   10.000.000 
 Persediaan : 100.000.000 
 Piutang dagang :  10 .000.000 + 
  Total  : 120.000.000 
Pengurang : Hutang lancar :   10.000.000 
 Kwjbn jk pendek :     5.000.000 - 
Total Bersih    : 105.000.000 
Objek Zakat 
Zakat 2,5% x 105.000.000 :     2.625.000  
   

D. Penutup 
Jenis-jenis zakat yang disebutkan disini tentu masih sangat kurang, 

terlebih kalau dikaitkan dengan jenis zakat kontemporer yang cakupannya luas. 
Menurut Prof Muhammad az-Zuhaili, pembahsan tentang perluasan jenis-jenis 
zakat ini ada pada ruang lingkup fikih perbandingan madzhab, fikih muamalah 
kontemporer dan penerapan zakat yang mengalami perluasan untuk mencakup 
semua harta yang berkembang secara hakikat ataupun hukum. Hal ini 
didasarkan pada; pertama untuk kemashlahatan orang yang fakir, kedua 
perluasan pemahasan tentang harta dan penempatannya dalam konteks 
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kekinian, ketiga karena perubahan kedudukan orang kaya yang mempunyai 
jenis-jenis harta yang baru seperti pesawat, kapal-kapal laut, gedung-gedung, 
berbagai profesi serta industri. 
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